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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Tentang Kualitas 

2.1.1. Pengertian Kualitas 

Groetsh dan Davis (dalam Hardiyansyah, 2018:49) 

mengemukakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan.  

Sinambela (dalam Hardiyansyah, 2018:49) mengemukakan 

bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan 

atau kebutuhan pelanggan.  

Gaspersz (dalam Hardiyansyah, 2018:112) menyakatan bahwa 

kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau 

kebutuhan pelanggan.  

Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut Kamus 

Bahasa Indonesia, kualitas berarti: (1) tingkat baik buruknya sesuatu; (2) 

derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb); atau mutu. Pengertian 

kualitas menurut Tjiptono (1997) dalam Hardiyansyah (2018:54) adalah: 

(1) kesesuaian dengan persyaratan; (2) Kecocokan untuk pemakaian; (3) 

Perbaikan berkelanjutan; (4) Bebas dari kerusakan/cacat; (5) Pemenuhan 

kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; (6) Melakukan segala 
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sesuatu secara benar; (7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.  

Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku 

konsumen (consumer behavior), yaitu suatu perilaku yang dimainkan 

oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan 

mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat 

memuaskan kebutuhan mereka.  

Jika dihubungakan dengan adaministrasi publik, pelayanan 

adalah kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas 

memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang 

konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari 

kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu 

produk, seperti : 

1. Kinerja (performance) 

2. Kehandalan (reliability) 

3. Mudah dalam penggunaan (ease of use) 

4. Estetika (esthetics) 

 

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah 

segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan 

pelanggan (meeting the needs of customers).  

Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun 

lebih strategis oleh Gaspersz dalam Lijan Poltak Sinambela, dkk (2014:6) 

mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada 

pengertian pokok: 
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1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik 

keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang 

memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas 

penggunaan produk 

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan 

 

2.2.  Tinjauan Tentang Pelayanan 

2.2.1. Pengertian Pelayanan 

Gronross (dalam Rahman Mulyaman, 2016:47) berpendapat 

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 

akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-

hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.  

Moenir (dalam Hardiyansyah, 2018: 23) mengemukakan 

bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material 

melalui sistem, prosedur, metode tertentu dalam usaha memenuhi 

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.  

Menurut Undang-Undang No 25/2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, 

yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

 Menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk (2014:5) Pelayanan 

publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. 

Dari beberapa pengertian pelayanan  dan pelayanan publik di 

atas, dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik dapat 

disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan 

ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.  

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut 

kualitas pelayanan yang tercermin dari: 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 
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3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegah pada prinsip efisiensi dan efektivitas 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, 

status sosial dan lain-lain 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik 

 

2.2.2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pelayanan 

kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Mahmudi (2005) dalam 

Hardiyansyah (2018:26) sebagai berikut: 

1. Pelayanan Kebutuhan Dasar 

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah 

meliputi: Kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan 

pokok masyarakat. 
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a. Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. 

Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal 

terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu 

perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu 

investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat 

yang sejahtera. 

b. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar sama halnya dengan kesehatan, pendidikan 

dasar merupakan suatu bentuk inventasi sumber daya manusia. 

Masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh seberapa 

besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan 

masyarakatnya. 

c. Bahan Kebutuhan Pokok 

Selain kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga harus 

memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang lain, yaitu bahan 

kebutuhan pokok. Bahan kebutuhan pokok masyarakat itu 

misalnya : beras, minyak goreng, minyak tanah, gula pasir, 

daging, telur ayam, susu, garam beryodium, tepung terigu, sayur 

mayur, semen, dan sebagainya. Dalam hal penyediaan bahan 

kebutuhan pokok, pemerintah perlu menjamin stabilitas harga 

kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketersediaannya di 
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pasar maupun di gudang dalam bentuk cadangan atau 

persediaan. 

2. Pelayanan Umum 

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi 

penyedia pelayanan publikk juga harus memberikan pelayanan 

umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus 

diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok yaitu, 

pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. 

a. Pelayanan Administratif 

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan 

berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, 

misalnya: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat 

Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, 

dan sebagainya. 

b. Pelayanan Barang 

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, 

misalnya: Jaringan telepon, Penyediaan tenaga listrik, 

Penyediaan air bersih. 
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c. Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan 

tinggi dan menengah, Pemeliharaan kesehatan, 

Penyelenggaraan transportasi, Jasa pos, Sanitasi lingkungan, 

Persampahan, Drainase, Jalan dan trotoar, Penanggulangan 

bencana: banjir, gempa, gunung meletus, dan kebakaran, 

Pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial). 

 

Sedangkan jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga 

Administrasi Negara (Hardiyansyah 2018:31) adalah:  

1. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang 

terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan 

KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian. 

2. Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat 

yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk 

memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan 

aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi 

penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, 

dan lainnya. 

3. Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan 

utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik air, telepon, dan 

transportasi lokal. 
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4. Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang 

menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan 

perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan 

perumahan murah. 

5. Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari 

sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan 

sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, 

ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya. 

 

2.2.3. Asas-Asas pelayanan Publik 

Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk 

memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karan itu 

penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan asas-asas 

pelayanan publik. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan 

publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas 

pelayanan publik. 

Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan 

Nomor 63/2003 sebagai berikut : 

a. Transparansi 

b. Akuntabilitas 

c. Kondisional 

d. Partisipatif 

e. Kesamaan Hak 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
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Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. Transparansi. 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 

mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas. 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional. 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

d. Partisipatif. 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan 

dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan Hak. 

Tidak diskriminaitf dalam arti membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. 

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. 
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Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 25/2009, 

penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : 

a. Kepentingan umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisipatif 

g. Permasaan perlakuan/tidak diskriminatif 

h. Keterbukaan 

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

 

2.2.4. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Sepuluh Prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan 

Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan; Prosedur pelayanana publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

2. Kejalasan; 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan 

publik; 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan 

bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam melaksanakan pelayanan 

publik; 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara 

pembayaran. 
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3. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

4. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan 

sah. 

5. Keamanan; Proses dan prosuk pelayanan publik memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum. 

6. Tanggungjawab; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja; peralatan kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi, telekomunikasi dan informatika (telematika). 

8. Kemudahan Akses; Tempat dan lokasi  sarana prasarana pelayanan 

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi. 

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan; Pemberi pelayanan 

harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta 

memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan 

yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lainnya. 
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2.2.5. Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki 

standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi 

didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima 

pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar 

pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman 

bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta 

sebagai alat control masyarakat dan/atau penerima layanan atas 

kinerja penyelenggara pelayanan. 

Menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63/ KEP/ 

M.PAN/ 7/ 2003 Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : 

1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan. 

2. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

3. Biaya pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 
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4. Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan akan diterima dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

5. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik 

6. Kompetensi petugas pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

Pada prinsipnya pelayanan umum ini, senantiasa harus selalu 

ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan pelanggan atau 

masyarakat pengguna jasa. Akan tetapi pada kenyataannya untuk 

mengadakan perbaikan terhadap kualitas pelayanan bukanlah sesuatu 

yang mudah. banyak jenis pelayanan umum di negeri ini dengan macam-

macam persoalan dan penyebab yang sangat bervariasi antara satu 

dengan yang lainnya.  

Dengan demikian pemerintah daerah dalam menjalankan 

pelayanan publik harus mengubah pola pikir dan kinerja 

penyelenggaraannya, disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi 

daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang 

memuaskan masyarakat. 
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Ibrahim (Hardiyansyah, 2018:18) bahwa pemerintah/ 

pemerintah daerah sudah seharusnya menganut paradigma customer 

driven (berorientasi kepentingan masyarakat) dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat luas, mempersiapkan seluruh perangkat 

untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistematik (sejak masukan-

proses-keluaran hasil/dampaknya), sehingga terwujud pelayanan publik 

yang berkualitas (yang sedapat mungkin tangibel, reliabel, responsif, 

aman dan penuh empati dalam pelaksanaannya). Untuk itu diperlukan 

“aturan main” yang tegas, lugas, dan adaptif terhadap tuntutan 

perkembangan lingkungan, yang cirinya selalu berubah dengan cepat dan 

kadang penuh ketidakpastian. Di sinilah terletak “seni dan ilmu 

pelayanan” yang harus dikembangkan pemerintah bersama seluruh 

lapisan masyarakat (dalam bahasa administrasi publik, harus ada 

integrasi dalam hal melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas) 

antara seluruh stakeholder pembangunan, yakni antara stakeholder 

internal (sektor publik=sektor pemerintahan) dan stakeholders eksternal 

(sektor swasta dan sektor masyarakat luas lainnya). 

 

2.3.  Tinjauan Tentang Kualitas Pelayanan 

2.3.1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Sampara (dalam Hardiyansyah, 2018:49) mengemukakan 

bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada 
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pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan 

sebagai pedoman dalam memberikan layanan. 

Tjiptono (dalam Hardiyansyah, 2018:49) mengemukakan 

bahwa kualitas pelayanan merupakan kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dam lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. Juga dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan 

pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat 

menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan 

dan harapan pelanggan. 

Ibrahim (dalam Hardiyansyah, 2018:55) mengemukakan 

kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya 

pemberian pelayanan publik tersebut. 

 

2.3.2. Penilaian Kualitas Pelayanan 

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik 

yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang 

menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat 

dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Berkenaan dengan 

hal tersebut, Zeithaml et.al (1990) dalam Hardiyansyah (2018:55) 

mengatakan bahwa : 
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SERVQUAL is an empirically derived method that may be 

used by a services organization to improve service quality. The 

method involves the development of an understanding of the 

perceived service needs of target customers. These measure 

perceptions of service quality for the organization in question, are 

then compared against an organization that is “excellent”. The 

resulting gap analysis may then by used as a driver for service 

quality improvement. 

 

SERVQUAL merupakan suatu metode yang diturunkan 

secara empiris yang dapat digunakan oleh organisasi pelayanan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode ini meliputi 

pengembangan pemahaman mengenai kebutuhan layanan yang 

dirasakan oleh pelanggan. Ini diukur dari persepsi kualitas layanan 

bagi organisasi yang bersangkutan, kemudian dibandingkan 

terhadap sebuah organisasi yang “sangat baik”. Analisis 

kesenjangan yang dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai 

panduan untuk peningkatan kualitas layanan. 

Selanjutnya, Zeithaml et.al (1990) dalam Hardiyansyah 

(2018:56) menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh 

dua hal, yaitu expected service dan preceived service. Expected 

service dan Preceived service ditentukan oleh dimention of service 

quality yang terdiri dari sepuluh dimensi, yaitu : 

1. Tangibel. Appearance of physical facilities, equipment, 

personnel, and communication materials; 

2. Reliability. Ability to perform the promised service dependably 

and accurately; 

3. Responsiviness. Willingness to help customers and provide 

prompt service; 
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4. Competence. Possession of required skill and knowledge to 

perform service; 

5. Courtesy. Politeness, respect, consideration and friendliness of 

contact personnel; 

6. Credibility. Trustworthiness, believability, honesty of the 

service provider; 

7. Feel secure. Freedom from danger, risk, or doubt; 

8. Access. Approachable and easy of contact; 

9. Communicstion. Listens to its customers and acknowledge their 

comments. Keeps customers informed. In a language which they 

can understand; and 

10. Understanding the customer. Making the effort to know 

customers and their needs. 

 

 

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa ukuran 

kualitas pelayanan memiliki sepuluh dimensi yaitu : 

1. Tangible (Terlihat/Terjamah), terdiri atas fasilitas fisik, 

peralatan personil dan komunikasi 

2. Reliability (Kehandalan), terdiri atas kemampuan unit 

pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan tepat. 

3. Responsiveness (Tanggap), kemampuan untuk membantu 

konsumen bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan 

4. Competence (Kompeten), tuntutan yang dimilikinya, 

pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam 

memberikan pelayanan. 

5. Courtesy (Ramah), sikap atau perilaku ramah, bersahabat, 

tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan 

kontak atau hubungan pribadi. 
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6. Credibility (Dapat Dipercaya), sikap jujur dalam setiap upaya 

untuk menarik kepercayaan masyarakat. 

7. Security (Merasa Aman), jasa yang diberikan harus bebas dari 

berbagai bahaya dan resiko. 

8. Access (Akses), terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak 

dan pendekatan. 

9. Communication (Komunikasi), kemauan pemberi layanan 

untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, 

sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru 

kepada masyarakat. 

10. Understanding the costumer (Memahami Pelanggan), 

melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan 

pelanggan. 

Dari sepuluh dimensi kualitas pelayanan tersebut, kemudian 

Zeithaml et.al. (1990) dalam Hardiyansyah (2018:57) 

menyederhanakan menjadi lime dimensi, yaitu dimensi 

SERVQUAL (kualitas pelayanan) sebagai berikut : 

1. Tangible (Berwujud) 

2. Reliability (Kehandalan) 

3. Responsiveness (Ketanggapan) 

4. Assurance (Jaminan) 

5. Empathy (Empati) 

 

Menurut Zeithaml 1990 (dalam Hardiyansyah (2018:63) 

Kualitas pelayanan memiliki indikator-indikator, yaitu : 
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1. Dimensi Tangibel (Berwujud) terdiri atas indikator : 

• Penampilan Petugas/aparatur dalam melayani pelanggan 

• Kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

• Kemudahan dalam proses pelayanan 

• Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan 

• Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan 

• Penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

 

2. Dimensi Reliability (Kehandalan) terdiri atas indikator : 

• Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 

• Memiliki standar pelayanan yang jelas 

• Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu 

dalam proses pelayanan 

• Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan 

 

3. Dimensi Responsiviness (Respon/ketanggapan) terdiri atas indikator : 

• Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 

pelanggan 

• Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

• Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 

• Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 

• Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 

• Semua kebutuhan pelanggan direspon oleh petugas 

 

4. Dimensi Assurance (Jaminan) terdiri atas indkator : 

• Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 

• Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 

• Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 

• Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 

 

5. Dimensi Empathy (Empati) tediri atas indikator : 

• Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan 

• Perugas melayani dengan sikap ramah  

• Petugas melayani dengan sikap sopan santun 

• Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan) 

• Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan 
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Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut diatas dapat 

diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah 

yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau 

atribut-atribut tersbut menurut Tjiptono (dalam Hardiyansyah 2018:55) 

antara lain adalah : 

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses 

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan 

3. Kesopanan dan Keramahan dalam memberikan pelayanan 

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya tugas yang 

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer 

5. Kenyamanan dalam mmperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang 

tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain 

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, 

kebersihan dan lain-lain 

Gaspersz (dalam Hardiyansyah 2018:70) menyebutkan adanya 

beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam peningkatan 

kualitas pelayanan, yaitu : 

1. Ketepatan waktu pelayanan 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 

4. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan maupun 

penanganan keluhan 

5. kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung 
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6. kemudahan dalam mendapatkan pelayanan 

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi 

8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas/penanganan 

permintaan khusus 

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang, kemudahan dan informasi 

10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti kebersihan 

lingkungan, AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas musik atau TV, dan 

sebagainya 

 

Menurut Instruksi Presiden No 1 Tahun 1995 (dalam Hardiyansyah 

2018:58) tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, dinyatakan 

bahwa hakekat pelayanan umum adalah : 

1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah di bidang pelayanan umum 

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna 

3. mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat luas 
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Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public 

accountability, dimana setiap warga negara memiliki hak untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk 

menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran 

masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan 

itu. Maka kualitas dapat diberi pengertian sebagai totalitas dari 

karakteristik suatu produk (barang/jasa) yang menunjang kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas sering kali diartikan sebagai segala 

sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan persyaratan atau 

kebutuhan. 

 

2.3.3. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan atau Jasa 

Meningkatkan kualitas pelayanan tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. 

Menurut Tjiptono (2004:88) ada beberapa faktor dominan yang perlu 

diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, diantaranya adalah: 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan 

Setiap perusahaan jasa yang berupaya memberikan kualitas jasa 

pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya perlu melakukan 

riset untuk mengidentifikasi jasa dan kemudian memperkirakan 

penilaian yang diberikan pelanggan terhadap perusahaan tersebut. 

Sehingga diketahui posisi reaktif perusahaan dimata pelanggan. 
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2. Mengelola harapan pelanggan 

Tidak jarang suatu perusahaan melebih-lebihkan pesan komunikasinya 

kepada pelanggan. Hal ini seperti dapat menjadi boomerang, karena 

semakin banyak janji yang diberikan maka semakin besar pula harapan 

pelanggan yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat 

dipenuhi harapan pelanggan. 

3. Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa 

Mengelola bukti kualitas pelayanan atau jasa bertujuan untuk 

memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. 

Oleh karena itu, jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan 

seperti barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta 

tangible (Berwujud) yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. 

Dari sudut pandang perusahaan jasa, bukti kualitas meliputi segala 

sesuatu yang dipandang pelanggan sebagai indikator seperti apa jasa 

yang akan diberikan (preservice expectation) dan seperti apa jasa yang 

telah diterima (post expectatoion). 

4. Mendidik konsumen dengan jasa 

Membantu pelanggan dalam memahami merupakan usaha yang sangat 

positif dalam rangka penyampaian kualitas jasa. Pelanggan yang 

terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik sehingga 

kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. Upaya mendidik ini dapat 

dilakukan dalam bentuk melakukan pelayanan sendiri, membantu 

pelanggan kapan menggunakan jasa, bagaimana menggunakan jasa, 
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dan menjelaskan kepada pelanggan alasan-alasan yang mendasari 

kebijaksanaan yang bisa mengecewakan mereka. 

5. Mengembangkan budaya kualitas jasa 

Budaya kualitas pelayanan merupakan sistem nilai organisasi yang 

menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentuk dan 

penyempurnaan kualitas secara terus-menerus. Budaya kualitas terdiri 

dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan 

harapan yang meningkatkan kualitas. Agar dapat menciptakan budaya 

kualitas yang baik maka dibutuhkan komitmen menyeluruh pada 

seluruh anggota organisasi. 

6. Menindaklanjuti jasa 

Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa 

yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk 

menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. 

Perusahaan dapat memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk 

berkomunikasi baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka. 

 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak 

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan diantaranya adalah perlu dilakukan riset dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin baik, mengelola 

harapan pelanggan deengan baik dengan cara memberikan janji sesuai 
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dengan kemampuan perusahaan, adanya sumber daya yang baik, 

adanya layanan konsumen agar konsumen dengan mudah memberikan 

kritik dan saran membangun bagi perusahaan dan mengembangkan 

informasi yang didapat guna melakukan evaluasi untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan. 

 

2.3.4. Layanan Pelanggan atau Konsumen 

Faktor utama yang membedakan perusahaan-perusahaan jasa 

adalah kualitas pelayanan. Para pelanggan semakin piawai dalam 

permintaan mereka dan semakin menuntut standar layanan yang lebih 

tinggi (Arief, 2007:179). 

Perusahaan-perusahaan seringkali memiliki prespektif yang 

berbeda mengenai layanan pelanggan, diantaranya layanan pelanggan 

dalam konteks jasa: 

a. Segala kegiatan yang dibutuhkan untuk menerima, memprotes, 

menyampaikan dan memenuhi pesanan pelanggan dan untuk 

menindaklanjuti setiap kegiatan yang mengandung kekeliruan. 

b. Ketetapan waktu dan reliabilitas penyempaian produk dan jasa kepada 

pelanggan sesuai dengan harapan mereka. 

c. Serangkaian kegiatan yang meliputi semua bidang bisnis yang teradu 

untuk menyampaikan produk-produk dan dipersepsikan memuaskan 

oleh pelanggan dan yang merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan 

perusahaan. 
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d. Penyampaian produk dan jasa yang dipesan pelanggan secara tepat 

waktu dan akurat dengan tindaklanjut dan tanggapan keterangan yang 

akurat, termasuk pengiriman tagihan secara tepat waktu (Arief, 

2007:180) 

 

Layanan pelanggan atau konsumen yang telah dijelaskan diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan pelanggan atau konsumen adalah 

segala kegiatan yang dilakukan untuk menerima, memproses, 

menyampaikan atau memenuhi pesanan dengan penyamaian secara tepat 

waktu dengan tujuan memuaskan pelanggan dan yang mereaisasikan 

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 

 


